PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

Mengingat

Bakar Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermodtor;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1883 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noemor 4740) ;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbhangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan
Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat
dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabiltasi Nama Baik
Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinzan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Umum F'ajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus lIbukota Jakarta Nomor 3);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR

KENDARAAN BERMOTOR.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:-

1.
2

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan
Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal vyang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan wusaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.



9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas
penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

10. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan
bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

BAB |l
NAMA PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut
pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau
dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan
bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah.

BAB I
OBJEK , SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 3

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk
kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk
kendaraan di air.

Bagian Kedua
Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
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Bagian Ketiga
Waijib Pajak

Pasal 5
(1) Waijib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah :
a. Orang pribadi;
b. Badan;
yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan
oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(3) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), adalah produsen dan/atau importir Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk
digunakan sendiri.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF,
CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai. '

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 7
(1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar
5% (lima persen).
(2) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat diubah oleh Pemerintah dengan
Peraturan Presiden, dalam hal :
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a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus
tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang
ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau

b, diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden dicabut
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Bagian Ketiga
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah daerah
Provinsi DKI Jakaria.

_BABV
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK
Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 10

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1
(satu) bulan takwim.

(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.



Bagian Kedua
Saat Terutang Pajak
Pasal 11

Saat terutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pada
saat pembayaran atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor
kepada penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1} Terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang

(2)

terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.

Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah inj belum
diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah
ini.

BAB VI|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini muiai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2002 Nomor 149), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

V uiiyg

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 10
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung
untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiayaan
yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta adalah melalui penerimaan pajak daerah
antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 beserta
peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomeor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya
perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002
melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-
sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah,
khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat optimal dalam rangka
mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus |bukota
Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada daerah dalam menetapkan tarif
Pajak Daerah adalah dziam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak
yang tinggi dan di luar kewenangan yang diberikan, sehingga dapat menambah
beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap
pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus |bukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan
kinerja pelayanannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka di
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan
pajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan bagi daerah.
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Dengan dberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan
kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban
perpajakan daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar
pajak, khususnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semakin meningkat
dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur
ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar
pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan
mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan
imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan,
tetapi diberikan secara kolektif.

Angka 8

Cukup ielas.
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Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 2

Bahan Bakar yang digunakan Kendaraan Bermotor meliputi : kendaraan
bermotor yang digunakan di darat, dan air.

Jenis bahan bakar cair meliputi : premium, pertamax, pertamax plus,
solar/bio diesel, Pertamina Dex, dan sejenisnya.

Jenis bahan bakar Gas meliputi : LNG dan sejenisnya.

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan Badan, termasuk Pemerintah/ Pemerintah
Daerah dan TNI/POLRI.

Ayat (2)

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh
produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar
yang disalurkan atau dijual kepada:

Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk
Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen
Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer
(PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjuai BBM kepada
konsumen akhir (konsumen langsung);

Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen
dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan
bermotornya.
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Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar
minyak untuk usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan antar
penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali
kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang
wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah
penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada
lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (3)

Produsen adalah orang atau badan yang menghasilkan bahan bakar
kendaraan bermotor.

Importir adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan impor bahan
bakar kendaraan bermotor .

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan tarif dan mekanisme penentuan harga Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah dilakukan unfuk jangka wakiu
paling lama 3 ({tiga) tahun, mengingat Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
merupakan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang
banyak.
Kenaikan harga minyak akan menambah dana bagi hasil yang berasal
dari penerimaan sektor pertambangan minyak burm dan gas bumi dalam
bentuk dana alokasi umum tambahan. <
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Untuk menghindari gejolak sosial akibat adanya kemungkinan
perbedaan harga Bahan Bakar Kendaraan Bermotor antar daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
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Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Yang dimaksud pada saat pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor adalah pada saat Wajib Pajak melakukan aplikasi permohonan
pembelian bahan bakar. -

Pasal 12

Cukup Jelas,
Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7




